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Abstract 
 

This study evaluates the fiscal impact of Special Autonomy in Papua, West 
Papua and Aceh Provinces on the efficiency of public services delivery and its 
implications on the growth of GRDP per capita through Data Envelopment 
Analysis (DEA) and Dynamic Generalized Method of Moment (DGMM) model. 
The results show that, both at the provincial and district/city level, the Special 
Autonomy revenue has a negative effect on the efficiency of education, health 
and public infrastructure spending; but its impact on the efficiency of general 
and other public services spending is positive at provincial level and limited 
negative effect at district/city level. At the provincial level, efficiency in all types 
of public service spending has a positive impact on the growth of GRDP per 
capita. At the district/city level, on the other hand, the efficiency of education, 
health, and public infrastructure spending has a positive impact on GRDP per 
capita growth, except for the efficiency of general and other public services 
spending, which influence negatively GRDP per capita growth. 
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1.  PENDAHULUAN 

Otonomi khusus dalam kerangka desentralisasi asimetris merupakan salah satu varian dari otonomi daerah dan 

kebijakan desentralisasi yang diberlakukan khusus bagi beberapa daerah tertentu, sebagai respon solutif atas 

tuntutan politik rakyat dari beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari suatu negara. Perbedaan utama 

dan paling mendasar antara otonomi umum dan otonomi khusus menurut Van Houten (2004) terletak pada 

kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan 

konteks dan aspirasi masyarakat setempat. Di Indonesia, terdapat tiga provinsi yang ditatakelolakan dengan 

model otonomi khusus (Otsus), yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Pemberlakuan 

Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, dan kepada 

Provinsi Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

  Pemberian status Otsus kepada Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh membawa implikasi fiskal sangat 

signifikan, berupa pengalokasian tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) migas, dana Otsus, dan Dana Tambahan 

Infrastruktur (DTI), yang tidak dimiliki kebanyakan daerah Non-Otsus. Pelaksanaan Otsus Papua, Papua Barat, 

dan Aceh hingga saat ini telah hampir berlangsung selama dua dekade. Ketiga provinsi tersebut selama ini telah 

menerima alokasi dana transfer dari APBN yang meningkat sangat signifikan. Sejak dialokasikan pada tahun 

2002 hingga tahun 2019, total penerimaan Otsus yang dialokasikan bagi ketiga provinsi Otsus telah mencapai 

Rp208,4 triliun, dengan kontribusi rata-rata 64 persen dari total pendapatan daerah masing-masing provinsi 

tersebut. 

 Implikasi fiskal sangat signifikan, yang disertai dengan diskresi penuh dalam pengelolaannya 

seharusnya dapat menjadi stimulasi fiskal bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh untuk meningkatkan 

belanja daerah dalam mendukung pemberian layanan umum, pembangunan berbagai infrastruktur dasar, serta 

penyediaan barang dan jasa publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sangat 

diperlukan oleh ketiga provinsi Otsus, baik dalam mengejar ketertinggalan kemajuan dengan berbagai provinsi 

dan daerah lainnya di Indonesia maupun dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

menjadi tujuan utama otonomi khusus dan desentralisasi asimetris. 

 Otonomi khusus dalam kerangka desentralisasi asimetris, secara teoritis seharusnya dapat mendorong 

peningkatan efisiensi layanan publik yang lebih baik. Menurut Tiebout (1956), Oates (1972), Tressch (1981), 

Weingast (1995) dan Breton (1996), pelayanan publik yang paling efisien seharusnya dapat diselenggarakan oleh 

wilayah yang memiliki kontrol geografis paling minimum. Hal ini, selain karena pemerintah lokal sangat 

menghayati dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, juga mengingat pemerintah daerah dipandang 

lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, sehingga belanja daerah akan semakin efektif dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan berbagai argumentasi tersebut, desentralisasi fiskal, menurut 

Martinez-Vazquez dan McNab (1997), merupakan alternatif solusi yang diyakini banyak kalangan mampu 

menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. Efisiensi belanja publik daerah 

diperoleh, karena semakin dekat pemerintah kepada masyarakatnya, semakin efisien pemerintah menanggapi 

kebutuhan masyarakat, terutama dalam memberikan dan meningkatkan kualitas layanan publik. 

 Meskipun Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh telah memperoleh alokasi dana transfer ke daerah yang 

signifikan, namun kondisi layanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat di ketiga wilayah Otsus 

tersebut, relatif masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Indikator IPM dan 

pendapatan per kapita Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM 

dan pendapatan per kapita secara nasional, sementara tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata kemiskinan 

nasional. Selain itu, juga terdapat ketimpangan, baik dalam tingkat kesejahteraan maupun layanan publik antar-

kabupaten/kota di wilayah Papua, Papua Barat, dan Aceh, seperti ditunjukkan oleh tingginya angka rasio Gini, 

dan besarnya perbedaan capaian indikator kinerja pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan layanan 

umum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang fundamental: mengapa alokasi dana transfer ke daerah yang 

begitu besar dan tumbuh cepat dalam rangka Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh tidak serta merta diikuti 

dengan peningkatan kinerja layanan publik dan tingkat kesejahteraan masyarakat di ketiga wilayah Otsus 

tersebut?  
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Pertanyaan penelitian (research question) itulah yang mendasari perlunya dilakukan kajian terhadap 

dampak fiskal otonomi khusus terhadap efisiensi layanan publik, dan implikasinya pada pertumbuhan PDRB per 

kapita. Motivasi lain yang mendorong pemilihan topik kajian ini adalah perlunya dilakukan evaluasi secara 

menyeluruh terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan Otsus dalam meningkatkan kinerja 

layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, berkenaan dengan akan segera berakhirnya pemberlakuan 

kebijakan dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2021, serta menurunnya dana Otsus Provinsi 

Aceh menjadi 1 persen mulai tahun 2023. Evaluasi ini menjadi makin urgen, terutama karena dengan berakhirnya 

dana Otsus, diperlukan alternatif kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke provinsi Papua dan 

Papua Barat.  

 Dengan kedua motivasi tersebut, maka pokok permasalahan dalam kajian ini dapat diformulasikan 

dalam dua bentuk research question sebagai berikut: (i) bagaimana dampak fiskal Otsus terhadap efisiensi 

pemberian layanan publik di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh?; (ii) bagaimana implikasi efisiensi 

pemberian layanan publik pada pertumbuhan ekonomi regional (PDRB per kapita) di Provinsi Papua, Papua 

Barat, dan Aceh?. Merujuk pada kedua pokok permasalahan tersebut, maka secara spesifik, penelitian ini 

bertujuan untuk: (i) menganalisis dampak fiskal pemberlakuan otonomi khusus terhadap efisiensi pemberian 

layanan publik di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh; serta (ii) menganalisis implikasi efisiensi pemberian 

layanan publik terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh.  

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA DAN HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

Secara teori, penerapan model desentralisasi asimetris didasari oleh kebutuhan akan kerangka administrasi 

pemerintahan yang andal dalam mengelola keberagaman lokal pada sektor publik yang dilandasi esensi kebijakan 

dan kelembagaan plural dalam desentralisasi (Jaweng, 2011). Menurut Tarlton (1965) pola simetris biasanya 

ditandai oleh adanya hubungan yang simetris antar setiap unit lokal dengan pemerintah pusat yang didasarkan 

pada jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sementara itu, dalam pola asimetris, satu atau lebih unit politik 

atau pemerintahan lokal dilandasi oleh beragamnya derajat otonomi dan kekuasaan. 

 Pemberian otonomi daerah, termasuk otonomi khusus menurut Barzelay (1991), mempunyai tiga misi 

utama, yaitu: (i) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; (ii) meningkatkan 

kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; serta (iii) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Menurut Bardhan dan Mookherjee (2000), pemberian 

tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah (desentralisasi) dapat meningkatkan kualitas 

dan efisiensi dari layanan publik. Desentralisasi fiskal, setidaknya dapat memberikan dua keuntungan efisiensi 

potensial, yaitu efisiensi alokasi sumber daya (efficient allocation of resources), dan efisiensi nasional yang akan 

tercapai apabila setiap daerah dapat memenuhi dua konsep efisiensi ekonomi, yakni efisiensi produktif dan 

efisiensi alokatif. Efisiensi produktif akan tercapai apabila organisasi suatu proses produksi dapat menghasilkan 

output dengan dukungan pengelolaan kegiatan yang seoptimal mungkin, sedangkan efisiensi alokatif terjadi 

karena sumber daya dialokasikan secara tepat dan optimal.  

Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi pemberian layanan publik pernah dilakukan, 

antara lain oleh Sole dan Esteller (2005) pada negara Spanyol;  Adam, Delis dan Kammas (2008 dan 2013) pada 

negara OECD; Sow dan Razafimahefa (2015) pada bidang pendidikan dan kesehatan; serta Wu, Huang, Zhao dan 

Pu (2017) terhadap struktur pembayaran transfer dan efisiensi fiskal pemerintah daerah. Analisis efisiensi yang 

dikembangkan Sow dan Razafimahefa (2015) berfokus pada peningkatan hasil sambil tetap menjaga input tidak 

berubah. Efisiensi diukur sebagai perbedaan dalam hasil kebijakan–lintas negara dan dari waktu ke waktu–di 

bawah serangkaian input kebijakan yang serupa. Menurut Dwiyanto, et al. (2008) efisiensi pelayanan adalah 

perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat 

menyediakan input pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa, dan/atau dapat memberikan produk 

pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Dalam kaitan ini, akses publik 

terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya 

pelayanan (Dwiyanto, 2008). Dengan menganekaragamkan penyediaan layanan publik, desentralisasi menurut 

Oates (1972) dapat meningkatkan efisiensi alokatif, sehingga mampu menyediakan barang publik dengan 

preferensi yang berbeda-beda. 

Dalam mempelajari hubungan antara desentralisasi fiskal dan efisiensi sektor publik (public sector 

efficiency, PSE), Adam et al  (2008 dan 2013) menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) untuk mengukur 
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efisiensi pada 21 negara OECD untuk periode 1970–2000, dan menggunakan nilai efisiensi tersebut untuk 

mengukur dampak desentralisasi fiskal, dengan model:   

𝑝𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽𝑘𝑧𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                  (1) 

di mana pit adalah estimasi efisiensi pemerintah yang diturunkan dari DEA, sedangkan zit adalah himpunan 

variabel penjelas (yaitu indikator kinerja pemerintah), yang meliputi: (i) indikator kinerja ekonomi (EcPerf), dan 

(ii) indikator stabilitas ekonomi (EcStab). Indikator EcPerf  pemerintah terdiri dari tingkat pengangguran, PDB 

per kapita, dan tingkat pertumbuhan PDB tahunan, sedangkan indikator EcStab terdiri dari standar deviasi 

tingkat pertumbuhan PDB (sebagai ukuran fluktuasi ekonomi), dan tingkat inflasi. Sementara itu,  𝜇𝑖𝑡 adalah 

seperangkat variabel kontrol, yang meliputi variabel demografi (rasio dependensi populasi), indeks pertumbuhan 

TFP (total factor productivity), indikator keterbukaan dan indeks peraturan pemerintah, ukuran heterogenitas 

populasi (sebagai indikator kebijakan redistributif), dan variabel struktur pemerintah, serta error term yang 

bersifat stokastik. Salah satu di antara variabel penjelas tersebut adalah fungsi kuadrat variabel desentralisasi 

yang diharapkan mampu menunjukkan hubungan berbentuk U terbalik antara PSE dan desentralisasi.  

 Seperti halnya Adam et al (2013), dalam penelitian dampak desentralisasi fiskal terhadap efisiensi 

layanan publik, Sow dan Razafimahefa (2015), juga menggunakan dua tahap pendekatan.  Pertama, 

memperkirakan koefisien efisiensi layanan publik dengan menggunakan teknik stochastic frontier analysis (SFA) 

berdasarkan pendekatan parametrik, dengan spesifikasi model:  

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑃𝐸𝑖𝑡−1 + ∑ 𝜑𝑘𝑍𝑘,𝑖𝑡−1 + 𝜀𝑖𝑡
𝐾
𝑘=1                (2) 

{
𝜀𝑖𝑡 = 𝜔𝑖𝑡 ± 𝜂𝑖𝑡

𝜂𝑖𝑡 = 𝑔(𝑡) ⊔ 𝜂𝑖  𝑎𝑛𝑑 𝑔(𝑡) = exp[−𝜆(𝑡 − 𝑇𝑖)]
              (3) 

di mana variabel dependen Yit adalah outcomes dari belanja kesehatan dan pendidikan (angka kematian bayi dan 

angka partisipasi sekolah menengah); i dan t menunjukkan dimensi negara dan waktu; PEit-1 adalah belanja 

kesehatan dan pendidikan sebagai persentase dari PDB; Zk,it, adalah variabel kontrol yang memengaruhi tingkat 

kematian bayi atau angka partisipasi sekolah; sedangkan 𝜀𝑖𝑡  adalah error term. Sementara itu, g(t) adalah fungsi 

one-sided distribution yang mencakup efisiensi spesifik negara dan efisiensi yang bervariasi antar waktu t, di mana 

t = 1, 2, 3,……T, dikalikan dengan konstanta 𝜆. Kedua, mengukur dampak desentralisasi fiskal terhadap estimasi 

efisiensi, melalui saluran langsung, hubungan non-linear, dan interaksi dengan variabel politik dan kelembagaan, 

dengan model dasar sebagai berikut: 

𝜂𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛿𝑓𝑑𝑖𝑡−1 + 𝜑𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡−1 + 𝜓𝑖𝑡                 (4) 

di mana variabel dependen 𝜂𝑖𝑡  adalah efisiensi spesifik negara dan waktu yang bervariasi, 𝛼 adalah konstanta, 

dan 𝑓𝑑𝑖𝑡−1 mengukur desentralisasi fiskal. 

 Hasil kajian Adam et al., (2013) menyimpulkan bahwa semakin besar derajat desentralisasi fiskal, 

semakin menguntungkan efisiensi sektor publik dalam penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Hasil 

kajian ini diperkuat oleh hasil penelitian Sow dan Razafimahefa (2015), yang menyimpulkan antara lain  bahwa 

di negara maju, desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap efisiensi penyediaan layanan publik, sedangkan 

di negara berkembang dan negara tertinggal, desentralisasi fiskal malah berdampak negatif terhadap efisiensi. 

Untuk kasus Indonesia, kajian atas dampak desentralisasi fiskal terhadap outcomes layanan publik, terutama di 

bidang pendidikan dan kesehatan pernah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Simatupang (2009); Ahmad 

(2010); Doriza, et al (2012); serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK (2017).  

 Sementara itu, kajian mengenai efektivitas pemanfaatan dana Otsus secara parsial pernah dilakukan 

sebelumnya oleh DJPK (2017) untuk Provinsi Papua dengan metode Propensity Score Matching (PSM) dan Double 

Difference (DD), dan Wicaksono (2018) dengan metode yang sama, sedangkan kajian Otsus Provinsi Papua Barat 

pernah dilakukan oleh Nasrullah, et al (2017), dan Kompak (2018). Untuk Otsus Aceh, kajian mengenai pengaruh 

dana Otsus dan tambahan DBH Migas, pernah dilakukan diantaranya oleh Hartati, et al (2016) terhadap belanja 

modal serta dampaknya pada IPM kabupaten/kota di Aceh dengan menggunakan path analysis, dan oleh Handra, 

et al (2018) untuk mengevaluasi pemanfaatan dana Otsus Aceh. Hasil kajian DJPK (2017) antara lain 

menyimpulkan, bahwa akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Papua sangat terbatas, sehingga turut 

menyebabkan tingkat harapan hidup yang relatif rendah. Sementara itu, hasil kajian Nasrullah, et al (2017) 

menyimpulkan bahwa pemberian dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur ke Provinsi Papua Barat belum 

memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. 



Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 3 Nomor 1 (2019)  

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.463  

 

35 

Hasil kajian Hartati et al (2016) menyimpulkan: (i) dana Otsus dan tambahan DBH Migas berpengaruh positif 

terhadap belanja modal kabupaten/kota di Aceh; (ii) penerimaan dana Otsus, tambahan DBH Migas dan belanja 

modal berpengaruh positif terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. 

 Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, yang lebih menekankan pada aspek “kinerja” (output dan/atau 

outcome) layanan publik, obyek studi dalam penelitian ini lebih dititikberatkan pada aspek “efisiensi” atas 

“delivery” atau “pemberian” layanan publik (efficiency of public service delivery), bukan pada “public service performance 

(output/outcome)”. Selain itu, tidak seperti kajian dan studi sebelumnya terkait kinerja dana Otsus yang dilakukan 

secara parsial, pada penelitian ini dilakukan kajian secara menyeluruh, terintegrasi, simultan, dan dinamis, baik 

terhadap ketiga wilayah Otsus (Papua, Papua Barat, dan Aceh) maupun terhadap keempat aspek pemberian 

layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta layanan umum dan layanan publik lainnya). 

Evaluasi dalam studi ini dilakukan dengan lebih mempertajam analisis melalui dua pendekatan ilmiah, yaitu: (i) 

penggunaan metode DEA dan (ii) analisis data panel dinamis. Fokus studi yang secara eksplisit lebih ditekankan 

pada aspek “efisiensi pemberian layanan publik”, terutama bertujuan untuk membantu menganalisis proses, cara, 

atau strategi pemanfaatan input belanja dari penerimaan Otsus dalam menghasilkan output layanan publik, dan 

pengaruhnya pada outcome PDRB per kapita. 

 Setidaknya terdapat tiga manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini. Pertama, dari sisi teori dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah dalam 

pengembangan instrumen atau metode analisis pada disiplin ilmu ekonomi dan keuangan publik, khususnya 

manajemen keuangan daerah dalam mengukur tingkat efisiensi belanja publik dari dampak desentralisasi fiskal 

yang bersifat asimetris, dan implikasinya pada laju pertumbuhan ekonomi regional. Kedua, bagi para pemangku 

kepentingan, terutama perumus dan pengambil kebijakan publik di tingkat pemerintah pusat (otoritas fiskal), 

hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana Otsus, 

serta memperbaiki perumusan kebijakan perencanaan, alokasi, pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 

dan pertanggungjawaban dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh, yang tidak lama lagi hampir berakhir. Ketiga, 

bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan pengelolaan dan strategi optimalisasi pemanfaatan 

penerimaan Otsus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik 

dan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, akan diuji dua hipotesis utama melalui hasil pengembangan model, sebagai berikut: 

H1: Dampak fiskal otonomi khusus diduga dapat meningkatkan efisiensi pemberian layanan publik jika 

dilakukan dengan tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang kuat;   

H2: Efisiensi layanan publik diduga dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan PDRB per kapita di 

wilayah Otsus.  

Pengukuran dampak fiskal Otsus terhadap efisiensi layanan publik dan pertumbuhan PDRB per kapita 

dalam penelitian ini, dilakukan melalui tiga tahap pendekatan: (i) mengukur efisiensi pemberian layanan publik 

dengan Data Envelopment Analysis (DEA); (ii) menguji dampak fiskal Otsus terhadap efisiensi pemberian layanan 

publik; dan (iii) mengestimasi dampak efisiensi layanan publik terhadap pertumbuhan PDRB per kapita; 

keduanya dilakukan dengan menggunakan Arellano-Bond Linear Dynamic Panel-Data Estimation (DGMM). 

 

3.1 Pengujian Efisiensi Layanan Publik dengan Data Envelopment Analysis 

 Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan suatu metode nonparametric untuk mengukur efisiensi dan/atau 

mengevaluasi produktivitas dari suatu unit kerja atau unit pembuat keputusan (Decision Making Units, DMU) yang 

bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan (Purwantoro 

et al., 2006). Penggunaan metode DEA dalam penelitian ini, terutama didasarkan atas pertimbangan: (i) metode 

ini menyediakan alat untuk memperkirakan efisiensi "relatif" dari entitas yang dipilih dalam kelompok unit dan 

kriteria tertentu; (ii) pengukuran efisiensi teknis dengan DEA hanya membutuhkan data input dan output 

(Vincova, 2005); (iii) metode DEA dapat menangani banyak input dan output, dan tidak membutuhkan asumsi 

hubungan fungsional antara variabel input dan variabel output, yang menjadi salah satu keunggulan DEA 

(Dewiyani, 2007).  
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Vincova (2005) mengembangkan DEA dalam bentuk linear divisive programming model, dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

Maximize  
Σ𝑖𝑢𝑖𝑦𝑖𝑞

Σ𝑗𝑣𝑗𝑥𝑗𝑞
            (5) 

Subject to  
Σ𝑖𝑢𝑖𝑦𝑖𝑘

Σ𝑗𝑣𝑗𝑥𝑗𝑘
≤ 1 𝑘 = 1, 2, … , n           (6) 

  𝑢𝑖 ≥∈   ,   𝑖 = 1, 2, … , 𝑠   ;    𝑣𝑗 ≥∈ ,   𝑗 = 1, 2, … , 𝑚 

di mana sebuah perekonomian memiliki sebanyak n populasi unit produktif dengan setiap unit produksi mampu 

menghasilkan sebanyak s output dengan menggunakan sebanyak m input. Persamaan (5) dan (6) adalah 

perbandingan antara bobot output ke-i dikalikan dengan matrix output y terhadap bobot input ke-j dikalikan dengan 

matrix input x, sehingga Σ𝑖𝑢𝑖𝑦𝑖𝑞 adalah jumlah output tertimbang, Σ𝑗𝑣𝑗𝑥𝑗𝑞 adalah jumlah input tertimbang, 𝑢𝑖 adalah 

bobot yang ditetapkan untuk output ke i, 𝑣𝑗 adalah bobot yang ditetapkan untuk input ke j, y adalah output, x adalah 

input, sedangkan k menunjukkan unit-unit produktif pembuat keputusan (DMU), n adalah banyaknya DMU, s 

adalah jumlah (banyaknya) output, dan m adalah banyaknya inputs.  

TABEL 1: Indikator Input dan Output Layanan Publik 

No. Fungsi Layanan Input (x) Output/Outcomes (y) 

1. Pendidikan Belanja Daerah Fungsi 
Pendidikan per Kapita 

APM† SD dan APM SMP 

2. Kesehatan Belanja Daerah Fungsi 
Kesehatan per Kapita 

Jumlah Puskesmas per 30.000 Orang 
Penduduk 

3. Infrastruktur Dasar 
Publik 

Belanja Modal Infrastruktur 
Publik per Kapita 

a. Persentase Rumah Tangga dengan 
Akses Air Minum Layak 

b. Persentase Rumah Tangga dengan 
Akses Sanitasi Layak 

4. Layanan Umum dan 
Layanan Publik 
Lainnya 

Belanja Birokrasi Daerah 
(Belanja Pegawai dan Belanja 
Barang & Jasa) per Kapita 

Jumlah Aparatur Sipil Daerah per 
Kapita 

Pada penelitian ini, input (x) yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah belanja daerah pada 

APBD menurut fungsi dan jenis belanja per kapita, sedangkan variabel output (y) fokus pada kinerja pemberian 

layanan publik  di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta layanan umum dan layanan publik 

lainnya (Tabel 1).  

Selanjutnya, jika dari hasil DEA ini, nilai koefisien efisiensi suatu daerah di bawah 1, maka daerah 

tersebut dinyatakan berada dalam frontier atau dikatakan tidak efisien, sebaliknya apabila nilai koefisien efisiensi 

sama dengan 1, maka daerah tersebut berada pada frontier atau dapat dikatakan efisien. Hasil pengujian efisiensi 

pemberian layanan publik ini, kemudian digunakan sebagai variabel terikat pada analisis dampak fiskal Otsus 

terhadap efisiensi pemberian layanan publik dengan model estimasi Dynamic Generalized Method of Moment (DGMM). 

 

3.2 Pengujian Dampak Fiskal Otsus terhadap Efisiensi Layanan Publik dengan Arellano–Bond Linear 
Dynamic Panel-Data Estimation (DGMM) 

Penggunaan model DGMM dalam penelitian ini didasari pertimbangan: (i) model dinamis sangat cocok 

diaplikasikan untuk menganalisis suatu kebijakan, karena dampak dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh 

pembuat keputusan sering baru terlihat pada beberapa periode berikutnya (Syawal, 2011); (ii) model ini sanggup 

mengatasi masalah endogenitas terkait dengan penggunaan lag variabel dependen; (iii) pendekatan DGMM tepat 

digunakan untuk panel dataset dengan dimensi runtut waktu (time series) yang pendek, namun memiliki dimensi 

data lintas daerah (cross section) yang banyak (Mileva, 2007); (iv) potensi yang dapat menyebabkan bias pada 

estimator dapat dihilangkan dengan jalan meniadakan 𝜇𝑖; dan (v) penggunaan variabel instrumen dapat 

menghasilkan estimator yang konsisten walaupun terdapat variabel measurement error dan variabel endogen dalam 

model yang di estimasi (Oliveira, et al., 2005). 

 
† Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan 
penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. 
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Selain dilakukan terhadap efisiensi belanja publik daerah per fungsi, pengujian dampak fiskal Otsus 

secara dinamis juga dilakukan untuk mengetahui dampak tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan, yang 

direpresentasikan dengan variabel Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD), terhadap efisiensi belanja per fungsi, yang dapat diformulasikan dalam spesifikasi 

model sebagai berikut: 

Level Provinsi:  

𝑌𝑒𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐹𝑖(𝑡−1) +  𝛽2𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) +  𝛽3𝐷𝐹𝑖(𝑡−1) ∗ 𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) +  𝛽4𝐷𝑇𝑈𝑖(𝑡−1) +  𝛽5𝐷𝑇𝐿𝑖(𝑡−1) +    𝛽6𝑃𝐴𝐷𝑖(𝑡−1) +

𝛽7𝐼𝐾𝐾𝑖𝑡 + 𝛽8𝑙𝑛𝐽𝑃𝑖𝑡 + 𝛽9𝑌𝑒𝑖(𝑡−1) +  𝛽10. 𝑌𝑒𝑖(𝑡−2) +  𝜀𝑒𝑖𝑡         (7) 

Level Kabupaten dan Kota:  

𝑌𝑒𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝐹𝑖(𝑡−1) +  𝛽2𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) +  𝛽3𝐷𝐹𝑖(𝑡−1) ∗ 𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) +  𝛽4𝐷𝑇𝑈𝑖(𝑡−1) +

   𝛽5𝐷𝑇𝐾𝑖(𝑡−1) +  𝛽6𝐷𝑇𝐿𝑖(𝑡−1) + 𝛽7𝑃𝐴𝐷𝑖(𝑡−1) + 𝛽8𝐼𝐾𝐾𝑖𝑡 + 𝛽9𝑙𝑛𝐽𝑃𝑖𝑡 +  𝛽10𝑌𝑒𝑖(𝑡−1) +    𝛽11𝑌𝑒𝑖(𝑡−2) +  𝜀𝑒𝑖𝑡 

                       (8) 

Di mana, Y𝑒𝑖𝑡 adalah nilai efisiensi e (e: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, layanan umum) dari daerah i pada 

tahun t; 𝐷𝐹𝑖(𝑡−1) adalah rasio periode sebelumnya atas Penerimaan Otsus terhadap PDRB di mana PDRB yang 

dimaksud adalah PDRB nominal; BPKi(t-1) adalah Dummy Opini BPK terhadap LKPD (1 = WTP dan/atau WTP-

DPP, 0 = Opini Lainnya); 𝐷𝐹𝑖(𝑡−1) ∗ 𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) adalah interaksi antara Penerimaan Otsus terhadap PDRB dengan 

Dummy Opini BPK terhadap LKPD; 𝐷𝑇𝑈𝑖(𝑡−1) adalah rasio periode sebelumnya atas Dana Transfer Umum 

terhadap PDRB; 𝐷𝑇𝐾𝑖(𝑡−1) adalah rasio periode sebelumnya atas Dana Transfer Khusus terhadap PDRB e (e: 

Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur); 𝐷𝑇𝐿𝑖(𝑡−1)  adalah rasio periode sebelumnya atas Dana Transfer Lainnya 

terhadap PDRB; 𝑃𝐴𝐷𝑖(𝑡−1) adalah rasio periode sebelumnya atas PAD terhadap PDRB; IKKit adalah Indeks 

Kemahalan Konstruksi; lnJPit adalah fungsi logaritma natural dari jumlah penduduk; 𝑌𝑒𝑖(𝑡−1) adalah nilai efisiensi 

periode sebelumnya; sedangkan 𝑌𝑒𝑖(𝑡−2) adalah nilai efisiensi 2 tahun sebelumnya. Dalam hal ini, variabel 

instrumen adalah lag dari variabel endogen, yaitu nilai efisiensi belanja, sedangkan variabel eksogennya adalah 

variabel bebas pada persamaan (7) dan (8). 

 

3.3 Pengujian Dampak Efisiensi Layanan Publik terhadap Pertumbuhan PDRB per Kapita dengan 
DGMM 

Estimasi dampak efisiensi pemberian layanan publik terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Level Provinsi: 

𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐸𝑃𝑖𝑡 +  𝛽2𝐸𝐾𝑖𝑡 +  𝛽3𝐸𝐼𝑖𝑡 +  𝛽4𝐸𝑈𝑖𝑡 +  𝛽5𝐼𝐾𝐾𝑖𝑡 +  𝛽6𝑙𝑛𝐽𝑃𝑖𝑡  + 𝛽7𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) +    𝛽8𝑙𝑛𝐽𝐴𝐾𝑖𝑡 +

 𝛽9𝑙𝑛𝑃𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 +  𝛽10𝑙𝑛𝐾𝑃𝑖𝑡 + 𝛽11𝑙𝑛𝐾𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽12𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖(𝑡−1) +   𝛽13𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖(𝑡−2) +  𝜀𝑒𝑖𝑡    

           (9) 

Level Kabupaten/Kota: 

𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐸𝑃𝑖𝑡 +  𝛽2𝐸𝐾𝑖𝑡 +  𝛽3𝐸𝐼𝑖𝑡 +  𝛽4𝐸𝑈𝑖𝑡 +  𝛽5𝐼𝐾𝐾𝑖𝑡 +  𝛽6𝑙𝑛𝐽𝑃𝑖𝑡  + 𝛽7𝐵𝑃𝐾𝑖(𝑡−1) + 𝛽8𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖(𝑡−1) +

 𝛽9𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖(𝑡−2) +  𝜀𝑒𝑖𝑡         (10) 

Di mana, GrPDRBeit adalah pertumbuhan PDRB per Kapita yang dihitung dalam nilai nominal; EPit adalah 

efisiensi belanja pendidikan; EKit adalah efisiensi belanja kesehatan; EIit adalah efisiensi belanja infrastruktur; 

EUit adalah efisiensi belanja layanan umum; IKKit adalah Indeks Kemahalan Konstruksi; lnJPit adalah logaritma 

natural jumlah penduduk; BPKi(t-1) adalah Dummy Opini BPK terhadap LKPD (1 =WTP dan/atau WTP-DPP, 0 = 

Opini Lainnya); lnJAKit adalah fungsi logaritma natural dari jumlah angkatan kerja;  lnPMTBit adalah fungsi 

logaritma natural dari pembentukan modal tetap bruto; lnKPit adalah fungsi Logaritma Natural dari Konsumsi 

Pemerintah; lnKRTit adalah fungsi logaritma natural dari konsumsi rumah tangga; 𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖(𝑡−1) adalah 

pertumbuhan PDRB per kapita yang dihitung dalam nominal pada periode sebelumnya; sedangkan 

𝐺𝑟𝑃𝐷𝑅𝐵𝑒𝑖(𝑡−2)adalah pertumbuhan PDRB per kapita yang dihitung dalam nominal pada 2 tahun sebelumnya. 

Dalam hal ini, variabel instrumen adalah lag dari variabel endogen, yaitu pertumbuhan PDRB per Kapita, 

sedangkan variabel eksogennya adalah variabel bebas pada persamaan (9) dan (10). 

Penentuan lag optimal pada estimasi DGMM dilakukan mengikuti rule of thumb, dengan 

mempertimbangkan jumlah observasi dan korelasi, serta memerhatikan tingkat signifikasi terbaik setelah 
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estimasi dilakukan (post estimation). Pada penelitian ini, jumlah maksimal lag yang dapat dipergunakan adalah 

sebanyak 2 lag, dengan pertimbangan: (i) jumlah observasi pada level provinsi dan kabupaten/kota memadai 

untuk di estimasi dengan hasil yang tidak bias; dan (ii) penggunaan dua lag memberikan hasil estimasi terbaik 

dibandingkan dengan penggunaan hanya satu lag atau lebih dari dua lag. 

 

3.4 Sumber Data dan Metodologi Pengumpulan Data 

Studi ini menggunakan data panel untuk periode tahun 2011 hingga 2017 (tujuh tahun), dengan  populasi data 

lintas daerah berjumlah 98 daerah, terdiri dari 33 daerah provinsi (3 provinsi Otsus dan 30 provinsi non-Otsus), 

dan 63 daerah kabupaten/kota di tiga wilayah Otsus, yaitu 29 daerah di Papua, 11 daerah di Papua Barat, dan 23 

daerah di Aceh. Dengan demikian, keseluruhan populasi data panel dalam studi ini mencakup 672 observasi. 

Penggunaan data pada studi ini dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan analisis dan pengujian model dari 

ketersediaan data. Pengambilan sampel pada 33 daerah dari 34 provinsi, dan 11 daerah dari 13 kabupaten/kota di 

Provinsi Papua Barat dilakukan, terutama karena 1 provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, dan 2 

kabupaten baru di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak, 

baru dibentuk pada tahun 2013, sehingga tidak tersedia data untuk tahun 2011 dan 2012. Sementara itu, penarikan 

sampel hanya pada 63 dari 508 pemerintah daerah kabupaten/kota, terutama karena fokus perhatian (center of 

interest) dari studi ini adalah daerah yang mendapatkan status otonomi khusus, yaitu kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Perbedaan pemilihan sampel pada level provinsi dan 

kabupaten/kota adalah untuk kepentingan kedalaman dan ketajaman analisis (in-depth analysis). Data yang 

digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, baik dari basis data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 

– Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, maupun dari Badan Pusat Statistik, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pemerintah Daerah.  

TABEL-2: Statistik Deskriptif  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah. 
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3.5 Pengujian Data dan Pemilihan Model  

Untuk memastikan agar hasil penelitian ini valid, akurat, dan andal, dilakukan uji stasioneritas data panel 

(Baltagi, 2005), uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dari hasil uji stasioneritas dengan Breitung Unit-

root Test, sebagian besar variabel adalah tidak terikat (independent) terhadap waktu atau bersifat stasioner, dengan 

rata-rata dan varians yang cenderung stabil. Dari hasil pengujian multikolinearitas, baik di tingkat provinsi 

maupun pada level kabupaten/kota dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor), semua variabel yang 

digunakan dalam model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lain. Sementara itu, dari hasil uji model dengan 

𝛼 (alpa) 1 persen, semua hasil uji Sargan dan Arellano- Bond order pertama dan kedua menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan (p-value>alpha), yang berarti semua model yang digunakan terbebas dari masalah serial-korelasi 

dan over identification 

 Selanjutnya, pemilihan model dilakukan melalui proses pengujian secara bertahap, dimulai dengan 

model regresi Pooled OLS (ordinary least square), diikuti model Panel Fixed Effect (FE); dan diakhiri dengan model data 

panel dinamis (DGMM). Dari keseluruhan hasil pengujian terhadap ketiga model (Tabel 3) tersebut, diperoleh 

simpulan bahwa terdapat kesamaan arah pada sebagian variabel hasil estimasi di ketiga metode pengujian (Pooled 

OLS, Panel FE, dan DGMM). Sementara itu, masalah unobservable heterogeneity dan endogeneity yang timbul pada 

penggunaan Pooled OLS sehingga menyebabkan hasil estimasi OLS dapat menjadi bias, diatasi dengan 

penggunaan model Panel FE. Meskipun mampu mengatasi permasalahan unobservable heterogeneity, namun 

penggunaan model Panel FE masih tetap belum dapat mengatasi masalah endogeneity yang berasal dari lag variabel 

dependen yang digunakan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah endogeneity yang terjadi, digunakan 

model Instrumental Variable (IV) atau DGMM. Menurut Kiviet (2009), hasil estimasi dengan model DGMM lebih 

baik daripada estimasi IV, terutama karena model DGMM mampu mengakomodasi kompleksitas estimasi yang 

bersifat dinamis, serta sekaligus dapat mengatasi masalah endogeneity dan unobservable heteroscedasticity. 

Berdasarkan pada berbagai pertimbangan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih untuk menggunakan model 

DGMM sebagai basis pengujian dan/atau estimasi atas dampak fiskal Otsus terhadap efisiensi layanan publik 

dan implikasinya pada pertumbuhan PDRB per kapita. Adapun metode estimasi DGMM yang digunakan adalah 

two-step estimation dengan pertimbangan bahwa two-step estimation lebih efisien, lebih adaptif terhadap data dengan 

karakteristik beragam, serta cenderung heterokedastik (Labra dan Torecillas, 2018). 

TABEL-3: Perbandingan antara OLS, Panel FE, dan DGMM atas Dampak Penerimaan Otsus terhadap  
Efisiensi Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, & Layanan Umum di Tingkat Provinsi 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Model 
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4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Sebagai implikasi fiskal atas penerapan status Otsus, maka sesuai UU Otsus Papua, kepada Provinsi Papua dan 

Papua Barat, diberikan dana bagi hasil (DBH) Migas sebesar 70 persen selama 25 tahun, dan menurun menjadi 

50 persen mulai tahun ke 26. Sementara itu, sesuai UU Pemerintahan Aceh, kepada Pemerintah Aceh diberikan 

tambahan DBH Migas sebesar 55 persen dari penerimaan SDA pertambangan minyak bumi, dan sebesar 40 

persen dari penerimaan SDA pertambangan gas bumi. Tambahan DBH Migas Aceh ini diberikan sejak tahun 2008 

untuk jangka waktu selama 25 tahun, dan turun menjadi 50 persen mulai tahun ke-26 untuk kedua jenis 

penerimaan tersebut. Selain itu, Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan “Dana Otonomi Khusus” (dana 

Otsus), setara 2 persen dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional selama 20 tahun. Untuk Provinsi Aceh, 

dana Otsus diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, sejak tahun 2008, dengan ketentuan: (i) untuk tahun 

pertama sampai dengan tahun kelima belas, besarnya setara dengan 2 persen dari pagu DAU Nasional; dan (ii) 

untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1 persen dari pagu DAU 

Nasional. Selain memperoleh tambahan DBH SDA migas dan dana Otsus, khusus untuk Provinsi Papua dan 

Papua Barat, juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka otonomi khusus, yang ditujukan 

terutama untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Besarnya DTI ini ditetapkan sesuai kesepakatan antara 

Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi Papua dan Papua Barat pada setiap tahun anggaran. 

 Pemberlakuan kebijakan Otsus bagi Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh tersebut memberikan 

implikasi yang signifikan bagi kondisi fiskal dan/atau keuangan daerah di ketiga wilayah Otsus. Penerimaan 

Otsus, baik berupa tambahan DBH Migas, dana Otsus, maupun DTI selama periode 2011–2017 mencapai Rp117,9 

triliun, atau tumbuh rata-rata 10,1 persen per tahun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan Otsus Provinsi Papua 

sebesar Rp42,8 triliun, penerimaan Otsus Provinsi Papua Barat sebesar Rp24,3 triliun, dan Penerimaan Otsus 

Provinsi Aceh sebesar Rp50,8 triliun. Di Provinsi Papua, penerimaan Otsus memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan APBD sebesar 67,9 persen (2011) hingga 58,7 persen (2017); di Provinsi Papua Barat, kontribusi 

penerimaan Otsus mencapai 70,7 persen (2011) sampai 66 persen (2017); sedangkan di Provinsi Aceh, kontribusi 

penerimaan Otsus berkisar antara 80,2 persen (2011) hingga 57,7 persen (2017).  

 Kebijakan Otsus yang meletakkan titik berat pemberian otonomi dan desentralisasi asimetris pada 

tingkat provinsi, memberikan implikasi pada lebih besarnya kewenangan dalam pengelolaan dan alokasi 

penerimaan Otsus pada pemerintah provinsi. Perubahan kebijakan pengelolaan dana Otsus terjadi sejak tahun 

2014, di mana Pemerintah Provinsi Aceh mengelola porsi dana Otsus yang lebih besar, yaitu dari sekitar 40 persen 

pada tahun 2011–2013, menjadi 60 persen sejak tahun 2014–2017. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Papua 

mengelola porsi dana Otsus yang lebih kecil, yaitu dari 40 persen pada tahun 2011–2013, menjadi 20 persen pada 

tahun 2014–2017. Demikian pula, Pemerintah Provinsi Papua Barat mengelola porsi dana Otsus yang juga lebih 

kecil, yaitu dari 40 persen pada tahun 2012–2013, menjadi 30 persen pada tahun 2014-2017. Dengan perubahan 

porsi pembagian dana Otsus antara provinsi dan kabupaten/kota di ketiga wilayah Otsus tersebut, maka selama 

tahun 2011–2017 dana Otsus yang diperoleh setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua rata-rata sebesar Rp89,9 

miliar (16,4 persen dari pendapatan APBD); di Provinsi Papua Barat rata-rata sebesar Rp98,2 miliar (19,7 persen 

dari pendapatan APBD); dan di Provinsi Aceh rata-rata Rp128,2 miliar (18,9 persen dari pendapatan APBD) per 

tahun. Dengan IKK di Papua dan Papua Barat yang tertinggi di Indonesia, maka besarnya dana Otsus yang 

diperoleh setiap kabupaten/kota dimaksud tidak cukup memadai, relatif jika dibandingkan dengan kebutuhan 

pembiayaan pembangunan infrastruktur publik untuk menjangkau wilayah yang sangat luas. 

 Sementara itu, terkait dengan penggunaan penerimaan Otsus, sesuai ketentuan UU Nomor 21 tahun 

2001, penerimaan DBH Migas Provinsi Papua dan Papua Barat, sekurang-kurangnya 30 persen dialokasikan 

untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15 persen untuk biaya kesehatan dan perbaikan gizi. 

Sementara itu, sesuai Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdasus Nomor 13 

Tahun 2016, dana Otsus bagian Pemerintah Provinsi Papua dialokasikan masing-masing untuk program di 

bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur yang merupakan kewenangan Provinsi. 

Sementara itu, dana Otsus bagian kabupaten/kota dialokasikan, antara lain untuk: pembiayaan pelayanan bidang 

pendidikan minimal 30 persen; pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15 persen; pembiayaan 

pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25 persen; serta pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 

20 persen.  

 Di Provinsi Papua Barat, sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, alokasi dana Otsus bagian Provinsi dan 
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bagian Kabupaten/Kota digunakan untuk konektivitas dan akselerasi pembangunan daerah. Penggunaannya 

merujuk pada prioritas program dan kegiatan yang meliputi: (i) bidang pendidikan minimal 30 persen;  (ii) bidang 

kesehatan dan perbaikan gizi minimal 15 persen; (iii) bidang pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20 

persen; (iv) bidang infrastruktur minimal 20 persen; serta (v) program/kegiatan pemberlakuan khusus atau 

keberpihakan (affirmative action) minimal sebesar 15 persen. Alokasi dana Otsus untuk Respek (pemerintah 

distrik/kelurahan/kampung) digunakan, antara lain untuk membiayai salah satu kegiatan prioritas sesuai dengan 

bidang penggunaan yang sama dengan kabupaten/kota. 

 Untuk Provinsi Aceh, sesuai ketentuan UU Nomor 11 tahun 2006, tambahan pendapatan SDA Migas 

harus dialokasikan paling sedikit 30 persen untuk membiayai pembangunan pendidikan, dan paling banyak 70 

persen untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan 

pemerintah kabupaten/ kota di Aceh. Sementara itu, sesuai Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan 

Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017, penggunaan dana Otsus diprioritaskan untuk pembangunan, terutama: (i) 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat; (iii) pengentasan kemiskinan; 

(iv) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta (v) pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu, dana 

Otsus dapat digunakan untuk pendanaan program/kegiatan bersama, yang antara lain meliputi jaminan 

kesehatan, beasiswa, bantuan anak yatim, rumah layak huni, serta kegiatan lainnya yang ditetapkan Gubernur.  

 Kewajiban pemenuhan anggaran seperti yang diamanatkan dalam berbagai ketentuan peraturan 

perundang-undangan (mandatory spending) Otsus tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah provinsi 

maupun pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua, dan Papua Barat, serta sebagian daerah di Provinsi Aceh. 

Dari hasil evaluasi atas pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan Otsus, diperoleh temuan bahwa selama tahun 

2013–2017, realisasi dana Otsus untuk bidang pendidikan di Provinsi Papua ternyata rata-rata hanya mencapai 

22,7 persen, di Provinsi Papua Barat rata-rata 23,6 persen, dan di Provinsi Aceh rata-rata 22,4 persen per tahun. 

Di bidang kesehatan, selama tahun 2013–2017, hanya Provinsi Papua yang realisasi dana Otsus untuk belanja 

kesehatan rata-rata mencapai 19 persen, sedangkan Provinsi Papua Barat rata-rata hanya sebesar 12,5 persen, dan 

Provinsi Aceh rata-rata sebesar 12,4 persen per tahun. Sebagian besar penerimaan Otsus lebih banyak 

dialokasikan untuk belanja layanan umum dan layanan publik lainnya, terutama untuk belanja birokrasi 

pemerintahan (belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa). Kondisi pengelolaan penerimaan Otsus seperti 

ini jelas akan memberikan implikasi pada kinerja efisiensi belanja daerah dalam pemberian layanan publik, baik 

pada kabupaten/kota maupun provinsi di ketiga wilayah Otsus. 

 Berdasarkan hasil pengujian efisiensi dengan metode DEA pada belanja layanan publik daerah di tingkat 

provinsi (Tabel 4), diperoleh temuan bahwa: (i) Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang relatif paling 

efisien dalam mengelola belanja pendidikan; (ii) Provinsi Papua dan Papua Barat relatif lebih efisien dalam 

mengelola belanja kesehatan; (iii) ketiga provinsi Otsus belum cukup efisien dalam mengelola belanja 

infrastruktur publik; serta (iv) Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat memiliki nilai efisiensi belanja layanan 

umum dan layanan publik lainnya di atas rata-rata nilai efisiensi provinsi secara nasional, sedangkan Provinsi 

Papua memiliki nilai efisiensi di bawah rata-rata nilai efisiensi provinsi secara nasional. 

Di tingkat kabupaten/kota, hasil pengujian DEA atas efisiensi penggunaan penerima Otsus untuk 

belanja layanan publik (Tabel 5), memperlihatkan bahwa: (i) hampir sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi 

Aceh relatif sudah efisien dalam mengelola belanja pendidikan dan belanja infrastruktur publik, jika 

dibandingkan dengan pengelolaan belanja pendidikan dan belanja infrastruktur publik seluruh kabupaten/kota 

di Provinsi Papua dan Papua Barat; (ii) hampir sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 

relatif lebih efisien dalam mengelola belanja kesehatan jika dibandingkan dengan pengelolaan belanja kesehatan 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh; (iii) nilai efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya 

pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan nilai efisiensi belanja 

layanan umum dan layanan publik lainnya pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 

 Selanjutnya, dari hasil pengujian data panel dinamis (DGMM) atas dampak penerimaan Otsus terhadap 

efisiensi belanja layanan publik di tingkat provinsi (Tabel 6) dan kabupaten/kota (Tabel 7), diperoleh temuan 

bahwa, penerimaan Otsus: (i) berdampak negatif dan signifikan terhadap efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan; serta (ii) 

berdampak negatif dengan pengaruh terbatas terhadap efisiensi belanja infrastruktur publik, pada APBD provinsi dan APBD 

kabupaten/kota di ketiga wilayah Otsus. Namun, terhadap efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya, 

penerimaan Otsus berdampak positif pada APBD provinsi, akan tetapi berdampak negatif dengan pengaruh 

terbatas pada APBD kabupaten/kota di ketiga wilayah Otsus. Hasil temuan ini memberikan implikasi bahwa 
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peningkatan penerimaan Otsus secara statistik akan diikuti oleh penurunan secara signifikan efisiensi belanja pendidikan dan belanja 

kesehatan, serta penurunan bersifat terbatas efisiensi belanja infrastruktur publik pada APBD provinsi dan kabupaten/kota di ketiga 

wilayah Otsus.  

TABEL-4: Hasil Pengujian Efisiensi Belanja Provinsi, Tahun 2017 

 
Sumber: Hasil Pengujian Model 

Dengan demikian, penerimaan Otsus yang diperoleh ketiga provinsi Otsus belum dapat mendorong 

peningkatan efisiensi belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur publik pada APBD 

provinsi dan APBD kabupaten/kota di ketiga wilayah Otsus, relatif jika dibandingkan dengan efisiensi 

pengelolaan belanja terkait di daerah-daerah lain yang tidak memperoleh status Otsus. Sebaliknya, adanya 

dampak positif dan signifikan penerimaan Otsus terhadap efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik 

lainnya di tingkat provinsi, memberikan implikasi bahwa peningkatan penerimaan Otsus, secara statistik akan 

diikuti dengan kenaikan secara signifikan efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya pada APBD 

Provinsi di ketiga wilayah Otsus. Sementara itu, adanya dampak negatif yang bersifat terbatas penerimaan Otsus 

terhadap efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya di tingkat kabupaten/kota, mempunyai 

implikasi bahwa peningkatan penerimaan Otsus akan diikuti dengan penurunan secara terbatas efisiensi belanja 

layanan umum dan layanan publik lainnya, pada APBD kabupaten/kota di ketiga provinsi Otsus. 

Dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, variabel interaksi antara penerimaan Otsus dengan opini WTP 

dari BPK atas LKPD Provinsi: (i) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja pendidikan; serta (ii) 

berdampak negatif dengan pengaruh terbatas terhadap efisiensi belanja kesehatan, efisiensi belanja infrastruktur publik , maupun 

efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya pada APBD Provinsi di ketiga wilayah Otsus. Hasil penelitian ini 

mengonfirmasi validitas hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “dampak fiskal otonomi khusus dapat 

meningkatkan efisiensi pemberian layanan publik, jika dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang 

kuat, seperti yang terdapat pada kasus efisiensi pemberian layanan pendidikan dengan pengaruh yang signifikan di tingkat provinsi”. 

Sebaliknya, jika tidak dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang kuat, maka penerimaan Otsus 

justru akan menurunkan efisiensi belanja layanan publik, seperti terdapat pada kasus efisiensi pemberian layanan kesehatan da n 

efisiensi layanan infrastruktur publik dengan pengaruh terbatas di tingkat provinsi. 
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TABEL-5: Hasil Pengujian Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota Penerima Otsus, Tahun 2017 

 
Sumber: Hasil Pengujian Model 

Sementara itu, variabel interaksi antara penerimaan Otsus dengan opini WTP dari BPK atas LKPD kabupaten/kota: 

(i) berdampak negatif dengan pengaruh terbatas terhadap efisiensi belanja pendidikan,  serta efisiensi belanja layanan umum dan 

layanan publik lainnya; (ii) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja kesehatan; serta (iii) 

berdampak positif dengan pengaruh terbatas terhadap efisiensi belanja infrastruktur publik, pada APBD 

kabupaten/kota di ketiga provinsi Otsus. 
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TABEL 6: Hasil Estimasi DGMM atas Dampak Penerimaan Otsus terhadap Efisiensi Belanja Layanan  
Publik Tingkat Provinsi 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Model  

TABEL-7: Hasil Estimasi DGMM atas Dampak Penerimaan Otsus terhadap Efisiensi  
Belanja Layanan Publik: Kabupaten/Kota Penerima Dana Otsus 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Model   

 Seperti halnya pada tingkat provinsi, temuan hasil penelitian ini juga mengonfirmasi validitas hipotesis 

penelitian, bahwa “dampak fiskal otonomi khusus dapat meningkatkan efisiensi pemberian layanan publik, jika dilakukan dengan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang kuat”, seperti terdapat pada kasus efisiensi pemberian layanan kesehatan 

di tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, jika tidak dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang kuat, 

maka dampak fiskal otonomi khusus justru akan dapat menurunkan efisiensi pemberian layanan publik, seperti terdapat pada kasus 

efisiensi pemberian layanan pendidikan serta efisiensi layanan umum dan layanan publik lainnya di tingkat kabupaten/kota. 

Sekalipun demikian, hasil pengujian DGMM dengan memisahkan antara kabupaten/ kota di Provinsi 

Aceh dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, menunjukkan bahwa penerimaan Otsus 

berdampak positif dan signifikan terhadap efisiensi semua jenis belanja publik, kecuali terhadap efisiensi belanja 
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infrastruktur publik yang berpengaruh negatif dan signifikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh (Tabel 8). 

Temuan ini memberikan implikasi bahwa setiap kenaikan dana Otsus pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, 

secara statistik akan diikuti: (i) dengan peningkatan secara signifikan efisiensi belanja pendidikan, belanja 

kesehatan, maupun belanja layanan umum dan layanan publik lainnya; serta (ii) dengan penurunan secara 

signifikan efisiensi belanja infrastruktur publik.  

TABEL-8: Hasil Estimasi DGMM atas Dampak Penerimaan Otsus terhadap Efisiensi  

Layanan Publik: Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Model   

Sebaliknya, pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (Tabel 9), setiap peningkatan dana 

Otsus secara statistik akan diikuti dengan penurunan yang signifikan efisiensi belanja pendidikan dan kesehatan, 

serta dengan penurunan bersifat terbatas terhadap efisiensi belanja infrastruktur publik, maupun belanja layanan 

umum dan layanan publik lainnya‡.  

 Dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, variabel interaksi antara penerimaan Otsus dengan opini WTP 

dari BPK atas LKPD pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh: (i) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi belanja 

pendidikan dan efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya; (ii) berdampak negatif dengan pengaruh terbatas 

terhadap efisiensi belanja kesehatan, serta (iii) berpengaruh positif secara terbatas pada efisiensi belanja infrastruktur 

publik. Sementara itu, variabel interaksi antara penerimaan Otsus dengan opini WTP dari BPK atas LKPD pada 

kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat: (i) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi belanja infrastruktur 

publik, dan efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya; (ii) berdampak negatif dengan pengaruh terbatas terhadap 

efisiensi belanja pendidikan, serta (iii) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi belanja kesehatan. Hasil 

penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus 

mengonfirmasi validitas hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “dampak fiskal otonomi khusus dapat 

meningkatkan efisiensi pemberian layanan publik, jika dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang 

kuat”. Sebaliknya, jika tidak dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas yang kuat, maka penerimaan 

Otsus justru akan menurunkan efisiensi belanja layanan publik, seperti terdapat pada kasus efisiensi pemberian layanan pendidikan 

dan efisiensi layanan umum lainnya pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, maupun pada kasus efisiensi pemberian layanan 

infrastruktur publik  dan efisiensi layanan umum lainnya pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

 

 

 

 

 

 

 
‡ Hasil pengujian dengan memperhitungkan location and time fixed effect untuk menangkap variabel-variabel yang non-observable, 
tidak mengubah secara signifikan arah korelasi dampak penerimaan Otsus terhadap efisiensi belanja layanan dasar publik. 
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TABEL-9: Hasil Estimasi DGMM atas Dampak Penerimaan Otsus terhadap Efisiensi Layanan Publik:  

 
Sumber; Hasil Pengolahan Model 

 

Selanjutnya, terkait dengan perubahan kebijakan pengelolaan dana Otsus antara pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota, berdasarkan hasil pengujian DGMM, dapat disimpulkan bahwa perubahan 

porsi pembagian dana Otsus ternyata tidak mengubah secara signifikan arah korelasi dampak penerimaan Otsus 

teradap efisiensi belanja layanan publik. Di wilayah Aceh, peningkatan porsi pengelolaan dana Otsus di provinsi 

cenderung berdampak positif terhadap efisiensi semua jenis belanja yang diuji, kecuali terhadap efisiensi belanja 

infrastruktur yang berpengaruh negatif dan signifikan. Sementara itu, di Provinsi Papua dan Papua Barat, 

penurunan porsi pengelolaan dana Otsus di provinsi berpengaruh negatif terhadap efisiensi semua jenis belanja 

publik yang diuji. Dari uji sensitivitas (robustness test) yang dilakukan untuk mengukur keandalan spesifikasi 

model melalui pengujian alternatif untuk menjelaskan efisiensi pemberian layanan publik, menunjukkan bahwa 

masing-masing belanja layanan publik sebagai instrumental variabel dari penerimaan Otsus memiliki arah korelasi 

yang cenderung sama dengan hasil estimasi DGMM sebelumnya. 

  Berdasarkan pada seluruh hasil pengujian efisien belanja layanan publik tersebut, arah korelasi dampak 

fiskal Otsus terhadap efisiensi pemberian layanan publik pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: 

(i) pola alokasi input belanja APBD dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah, baik pemerintah 

provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota; dan (ii) kondisi output dan/atau outcome layanan publik di ketiga 

wilayah Otsus. 

 Dari hasil evaluasi terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah, diperoleh temuan bahwa di bidang 

pendidikan dalam periode 2011–2017, alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Papua rata-rata hanya mencapai 

5,6 persen, di Provinsi Papua Barat rata-rata hanya sebesar 3,7 persen, sedangkan di Provinsi Aceh rata-rata 

mencapai 10,3 persen dari total belanja daerah APBD Provinsi bersangkutan. Pada tingkat kabupaten/kota, dalam 

periode yang sama, hampir 90 persen daerah di Provinsi Papua, dan lebih dari 92 persen daerah di Provinsi Papua 

Barat mengalokasikan anggaran belanja pendidikan kurang dari 20 persen per tahun. Sebaliknya, di Provinsi 

Aceh hampir semua kabupaten/kota telah menganggarkan belanja pendidikan rata-rata di atas 20 persen. 

Kondisi ini telah memberikan implikasi yang sangat signifikan bagi kinerja output layanan publik di bidang 

pendidikan yang jauh lebih baik bagi kabupaten/kota dan provinsi di Aceh, relatif terhadap daerah-daerah 

lainnya di Provinsi Papua, Papua Barat dan provinsi non-Otsus lainnya.  

Dari hasil evaluasi terhadap kondisi output dan outcome layanan publik di bidang pendidikan, kinerja 

APM SD seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di wilayah Aceh selama periode 2011–2017 mencapai rata-rata 

96,4 persen, melampaui rata-rata APM SD secara nasional sebesar 95,2 persen. Kinerja ini juga relatif lebih baik 

jika dibandingkan dengan kinerja APM SD seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, baik di wilayah Papua yang 

hanya mencapai rata-rata 76,4 persen, ataupun di wilayah Papua Barat yang mencapai rata-rata 91,8 persen. 

Begitu pula, dalam kurun waktu yang sama, APM SMP seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di wilayah Aceh 

mencapai rata-rata 83,6 persen, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan APM SMP seluruh kabupaten, kota, 
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dan provinsi, baik di wilayah Papua (rata-rata 50,2 persen), maupun di wilayah Papua Barat (rata-rata 62,9 

persen). Dengan arah perkembangan, baik pada kinerja efisien belanja pendidikan maupun pada kinerja output 

layanan pendidikan di atas, maka tidak mengherankan jika dari hasil pengujian secara terpisah antara 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemanfaatan dana 

Otsus seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi belanja 

pendidikan.  

 Di bidang kesehatan, dari sisi input, selama tahun 2011–2017, alokasi anggaran belanja kesehatan di 

Provinsi Papua rata-rata hanya 7,0 persen, di Papua Barat rata-rata hanya 2,1 persen, sedangkan di Aceh rata-rata 

mencapai 8,2 persen dari total belanja APBD provinsi bersangkutan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, 

dalam kurun waktu yang sama, hanya sekitar 10 persen daerah di Provinsi Papua, dan sekitar 15 persen daerah di 

Provinsi Papua Barat, yang telah mengalokasikan anggaran belanja kesehatan di atas 10 persen dari total belanja 

APBD kabupaten/kota bersangkutan. Selebihnya, yaitu hampir 90 persen daerah di Provinsi Papua, dan hampir 

85 persen daerah di Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran belanja kesehatan rata-rata di bawah 10 

persen. Sebaliknya, hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Aceh telah menganggarkan belanja kesehatan rata-

rata di atas 10 persen, dan hanya terdapat dua daerah (sekitar 9 persen) yang menganggarkan belanja kesehatan 

rata-rata di bawah 10 persen. Dari sisi outcome layanan kesehatan, selama periode 2011–2017, angka harapan hidup 

(AHH) di Provinsi Aceh rata-rata mencapai 69,37 tahun, relatif lebih baik jika dibandingkan kinerja AHH, baik 

di Provinsi Papua (rata-rata 64,86 tahun), maupun di Provinsi Papua Barat (rata-rata 65,09 tahun). 

Perkembangan pola alokasi input anggaran belanja kesehatan, dan kinerja outcome layanan kesehatan tersebut 

telah menyebabkan pemanfaatan penerimaan Otsus memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

efisiensi belanja layanan kesehatan di Provinsi Aceh.  

 Di bidang infrastruktur publik, dari sisi input,  dalam periode 2011–2017, alokasi belanja infrastruktur 

publik di Provinsi Papua rata-rata hanya mencapai 12,2 persen, di Provinsi Papua Barat rata-rata hanya sebesar 

13,3 persen, sedangkan di Provinsi Aceh rata-rata sudah mencapai 20,4 persen. Sementara itu, pada tingkat 

kabupaten/kota, lebih dari 86 persen daerah di Provinsi Papua, lebih dari 69 persen daerah di Provinsi Papua 

Barat, dan hampir semua daerah di Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur publik rata-

rata di bawah 20 persen dari total belanja APBD-nya. Sementara itu, dari sisi output, selama tahun 2011–2017, 

persentase rumah tangga dengan akses layanan air minum layak pada seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di 

wilayah Aceh mencapai rata-rata 60,7 persen, relatif lebih baik jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten, 

kota dan provinsi, baik di wilayah Papua (rata-rata 47,0 persen), ataupun di wilayah Papua Barat (rata-rata 54,3 

persen). Demikian pula, dari indikator layanan sanitasi, persentase rumah tangga dengan akses layanan sanitasi 

layak seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Aceh dalam periode yang sama mencapai rata-rata 52,4 persen, 

relatif lebih baik jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten, kota dan provinsi, baik di Papua (rata-rata 24,7 

persen), ataupun di Papua Barat (rata-rata 49,1 persen).  

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian dampak efisiensi pengelolaan belanja layanan publik terhadap 

laju pertumbuhan PDRB per kapita di tingkat provinsi (Tabel 10), diperoleh temuan bahwa peningkatan efisiensi 

belanja pendidikan, infrastruktur publik, serta layanan umum dan layanan publik lainnya, secara statistik akan 

diikuti dengan peningkatan secara signifikan laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tingkat provinsi. 

Sementara itu, efisiensi belanja kesehatan juga berpengaruh secara positif, namun bersifat terbatas. Hal ini diduga 

karena efisiensi belanja layanan kesehatan yang diukur dengan menggunakan rasio Puskesmas per 30.000 orang 

penduduk, merupakan ukuran output layanan dasar, dan bukan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan 

primer dan lanjutan. Hal ini pada akhirnya lebih banyak memengaruhi kesehatan dan produktivitas penduduk 

dalam perekonomian ketimbang pada pertumbuhan ekonomi regional. Sementara itu, adanya pengaruh positif 

efisiensi belanja fungsi pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan infrastruktur publik terhadap pertumbuhan 

PDRB per kapita pada tingkat kabupaten/kota (Tabel 11), mempunyai implikasi bahwa peningkatan efisiensi 

belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, secara statistik akan diikuti oleh peningkatan laju 

pertumbuhan PDRB per kapita pada kabupaten/kota di ketiga provinsi Otsus.  
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TABEL-10: Hasil Estimasi DGMM atas Dampak Efisiensi 
Belanja Layanan Publik terhadap Pertumbuhan PDRB per 
Kapita di Tingkat Provinsi 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL-11: Hasil Estimasi DGMM atas Dampak Efisiensi Belanja 
Layanan Publik terhadap Pertumbuhan PDRB per Kapita: 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Model 
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Sebaliknya, adanya pengaruh negatif dan signifikan efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik 

lainnya terhadap laju pertumbuhan PDRB per kapita pada kabupaten/kota di ketiga provinsi Otsus, diduga 

karena efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya, yang diukur dengan rasio belanja birokrasi 

terhadap jumlah PNSD per kapita, sebagian besar, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, 

bersifat konsumtif, dan cenderung memiliki porsi yang relatif sangat besar dibanding dengan output layanan 

publik yang dihasilkan. 

Sementara itu, dari hasil pengujian secara terpisah antara kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan 

kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, diperoleh temuan, bahwa pada kabupaten/kota di Provinsi 

Aceh, efisiensi belanja infrastruktur publik berdampak positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB 

per kapita, sedangkan efisiensi belanja pendidikan serta efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik 

lainnya juga berpengaruh positif, namun bersifat terbatas. Sebaliknya, efisiensi belanja kesehatan justru 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB per kapita. Di Provinsi Papua dan Papua 

Barat, efisiensi belanja pendidikan berdampak positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB per 

kapita, sedangkan efisiensi belanja kesehatan dan belanja infrastruktur publik juga berpengaruh positif, namun 

bersifat terbatas. Sebaliknya, efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB per kapita.  

Dari hasil evaluasi dampak fiskal Otsus terhadap kondisi keuangan daerah, pengelolaan penerimaan 

Otsus, serta kinerja layanan publik dan indikator kesejahteraan masyarakat di ketiga wilayah Otsus dalam 

penelitian ini, dan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan fundamental yang 

dapat memengaruhi dampak penerimaan Otsus terhadap efisiensi layanan publik dan pertumbuhan PDRB per 

kapita. Pertama, pengelolaan dan pemanfaatan dana Otsus selama ini tidak dilaksanakan secara konsekuen dan 

taat asas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masih banyaknya aturan yang seharusnya 

ada, tetapi sampai saat ini belum pernah dibuat. Kedua, meskipun sudah ada aturan mengenai alokasi, 

pemanfaatan, dan pengelolaan dana Otsus yang diatur dalam Perdasus ataupun Peraturan Gubernur, namun 

tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi bilamana aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan terkait tidak 

dijalankan. Ketiga, efektivitas dana Otsus berpotensi rendah, terutama karena tidak ada rencana strategi 

(Renstra) yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan dana Otsus. Keempat, daerah seolah belum 

memahami dengan baik tujuan dana Otsus. Kelima, di beberapa kabupaten/kota, pengelolaan dan pelaksanaan 

dana Otsus belum berjalan dengan baik, terutama karena masih rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan 

kompetensi, baik aparatur pengelola keuangan daerah dalam mengelola dana Otsus, maupun masyarakat umum, 

dan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur. 

Keenam, adanya kondisi geografis yang menyebabkan sebagian area di wilayah Papua dan Papua Barat sulit 

dijangkau, tingginya biaya untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik di wilayah Papua dan Papua Barat, serta 

kondisi SDM di wilayah Papua dan Papua Barat yang relatif belum sebaik wilayah lainnya di Indonesia. Ketujuh, 

pemanfaatan dana Otsus tidak fokus untuk membiayai beberapa program dan kegiatan pembangunan prioritas, 

namun tersebar di banyak sektor, subsektor, bidang, program dan kegiatan, sehingga setiap kegiatan hanya 

memperoleh alokasi anggaran yang tidak signifikan. 

 

5.  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

5.1 Kesimpulan  

Pemberlakuan status Otsus kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh, yang memberikan kewenangan lebih 

besar kepada provinsi dalam pengelolaan dana Otsus, telah memberikan kontribusi yang relatif signifikan 

terhadap APBD dan kondisi keuangan daerah. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga membawa implikasi 

pada tidak cukup memadainya alokasi dana Otsus yang diperoleh setiap kabupaten/kota relatif terhadap 

kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur publik untuk menjangkau wilayah yang sangat luas. 

 Pengelolaan dana Otsus yang selama ini belum dilaksanakan secara konsekuen dan taat asas, selain 

memberikan implikasi pada belum optimalnya kinerja dan efisiensi pemberian layanan publik, juga berdampak 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional. Penerimaan Otsus pada pendapatan APBD provinsi, kabupaten 

dan kota di ketiga wilayah Otsus berpengaruh negatif terhadap efisiensi semua jenis belanja publik, kecuali 

terhadap efisiensi belanja layanan umum dan layanan publik lainnya, yang berdampak positif di tingkat provinsi, 

namun berpengaruh negatif secara terbatas di tingkat kabupaten/kota. Perubahan kebijakan dalam pembagian 
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dana Otsus antara provinsi dan kabupaten/kota tidak mengubah secara signifikan arah korelasi dampak 

penerimaan Otsus terhadap efisiensi belanja layanan publik. 

 Efisiensi pada semua jenis belanja layanan publik berdampak positif terhadap laju pertumbuhan PDRB 

per kapita di level provinsi. Sementara itu, di level kabupaten/kota, efisiensi belanja pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur publik berdampak positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, kecuali efisiensi belanja 

layanan umum dan layanan publik lainnya yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. 

 

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, dapat disampaikan beberapa saran dan/atau rekomendasi bagi 

perbaikan atau penyempurnaan langkah-langkah kebijakan ke depan. Untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas pemberian layanan publik, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di ketiga wilayah Otsus 

direkomendasikan wajib memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada 

setiap penyusunan APBD. Agar dapat berjalan efektif, maka pelaksanaannya perlu disertai dengan pemberlakuan 

sanksi yang tegas terhadap Pemda yang melanggar, dengan tidak mengesahkan Raperda APBD pada saat 

dilakukan evaluasi oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, agar benar-benar dapat mencapai 

tujuan dan sasaran secara optimal, maka pengelolaan dana Otsus dan DTI oleh pemerintah daerah di ketiga 

wilayah Otsus perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip cost-effectiveness, pendekatan kinerja, konsep value for money, 

serta prinsip good public governance, dan good financial governance.  

 Untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, maka disarankan perlunya dilakukan langkah-langkah 

peningkatan kualitas SDM penyedia dan pengelola layanan publik; refocusing penggunaan dana Otsus yang terkait 

langsung dengan layanan publik; serta sinkronisasi rencana penggunaan DTI dengan kegiatan sektoral yang 

dilakukan oleh kementerian/lembaga. Sementara itu, guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan 

kegiatan yang dibiayai dengan penerimaan Otsus, direkomendasikan perlunya dilakukan: (i)  penguatan peran 

dan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah, baik dalam proses penyusunan rencana kegiatan ataupun 

dalam pencairan dana; (ii) penyusunan dan penerbitan berbagai peraturan daerah yang diamanatkan UU Otsus 

sebagai payung hukum dan pedoman dalam pengelolaan dana Otsus, termasuk panduan dalam pengalokasian 

dan pemanfaatan dana Otsus dan DTI untuk sektor prioritas; serta (iii) pelaksanaan sosialisasi kepada 

masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya terkait capaian output dan outcome, serta program dan 

rencana kegiatan yang dibiayai dana Otsus dan DTI. Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

penerimaan Otsus perlu dilakukan berbagai langkah penyempurnaan mekanisme penyaluran dana Otsus 

berbasis kinerja; peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi dana Otsus dan DTI; serta perbaikan mekanisme 

pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Otsus.  

 Untuk mencegah terjadinya goncangan fiskal yang signifikan dalam pemberian layanan publik dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat berkenaan dengan akan berakhirnya pemberlakuan dana Otsus bagi 

Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2021, maka direkomendasikan perlunya kebijakan pemberian dana 

Otsus, tetap dijaga keberlanjutannya. Meskipun demikian, kelangsungan kebijakan tersebut perlu disertai 

dengan berbagai langkah penataan ulang penerimaan Otsus agar lebih koheren, terpadu, dan sinkron antar-

berbagai sumber pendanaan pembangunan. Perumusan kebijakan pembaharuan dimaksud perlu dituangkan 

dalam suatu “grand design strategy” kebijakan Otsus yang menyeluruh sebagai bagian integral dari “Grand Design 

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah” yang lebih komprehensif, holistik, dan integratif, dalam 

bentuk cetak biru (Blue Print).  

 Ke depan, pemberian dana Otsus sebaiknya lebih banyak dialokasikan dalam bentuk bantuan spesifik 

(specific grant), atau bantuan umum untuk penggunaan yang bersifat khusus (block specific grant). Pembagian dana 

Otsus antara provinsi dan kabupaten/kota sebaiknya dilakukan berdasarkan formulasi baku, dengan 

menerapkan prinsip keadilan, kecukupan, transparansi, kestabilan, dan kesederhanaan. Pelaksanaannya 

sebaiknya dituangkan dalam  bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kriteria 

yang lebih terukur, serta lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Porsi alokasi dana Otsus ke 

kabupaten/kota perlu lebih diperbesar, terutama mengingat basis masyarakat yang menjadi obyek pemberian 

layanan publik berada di kabupaten/kota. Selanjutnya, agar berbagai langkah kebijakan pembaharuan dalam 

penataan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerimaan Otsus dapat berjalan 

secara efektif, maka direkomendasikan perlunya penyelesaian secara tuntas RUU tentang Hubungan dan 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HPKPD) sesuai Grand Design Kebijakan 
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Desentralisasi Fiskal, revisi UU Otsus Papua dan Papua Barat, revisi UU tentang Pemerintahan Aceh, serta 

penyiapan berbagai perangkat hukum di bawah UU sebagai aturan pelaksanaan.  

 Mengingat penelitian ini dibatasi hanya mengevaluasi dampak fiskal Otsus Papua, Papua Barat, dan 

Aceh terhadap efisiensi pemberian layanan publik dan pertumbuhan ekonomi regional, maka masih terbuka 

ruang yang luas bagi penelitian selanjutnya, terutama untuk mengeksplorasi secara lebih detail, tajam dan 

mendalam berbagai aspek yang belum dilakukan pada studi ini. Pertama, kajian pada aspek penegakan Hak Asasi 

Manusia, supremasi hukum, demokrasi, serta pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar dan pemberdayaannya secara 

strategis dan mendasar yang menjadi tujuan lainnya dari Otsus. Kedua, kajian pada aspek kesetaraan (keadilan 

distribusi layanan antar berbagai kelompok masyarakat), value for money, dan kepuasan konsumen. Ketiga, analisis 

investigatif dampak fiskal Otsus dari aspek politik dan institusional, seperti partai politik, regime, dan perburuan 

rente (rent seeking) dengan penekanan pada analisis before-after penerapan status otonomi khusus.  
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